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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli tanah sampai 
pemindahan hak milik atas tanah dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menentukan pembuktian dan putusan atas sengketa hak atas tanah 
bangunan yang telah dijual tetapi masih dipakai pihak lain, serta akibat hukum 
setelah putusan atas sengketa hak atas tanah bangunan yang telah dijual tetapi 
masih dipakai pihak lain yang dijatuhkan oleh Hakim. Metode penelitian melalui 
pendekatan normatif karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum, asas dalam 
hukum, dan kaidah hukum mengenai proses penyelesaian sengketa hak atas tanah 
bangunan yang telah dijual tetapi masih dipakai oleh pihak lain. Penelitian ini 
bersifat deskriptif karena menggambarkan dan menyusun secara sistematis dan 
menyeluruh mengenai proses penyelesaian sengketa hak atas tanah bangunan 
yang telah dijual tetapi masih dipakai oleh pihak lain. Sumber data terdiri dari 
data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data 
primer yaitu hasil wawancara sebagai data penunjang. Metode pengumpulan data 
melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), setelah data 
terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa proses jual beli tanah oleh Tergugat I kepada Penggugat terjadi masalah, 
dimana tanah tersebut masih ditempati oleh pihak lain (Tergugat II), padahal 
tanah tersebut telah menjadi sah milik Penggugat dengan proses jual beli yang 
sesuai dan yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 123/2016. 
Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian  berdasar pada keterangan 
Penggugat dan bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat serta Tergugat II dengan 
kesimpulan bahwa Tergugat II telah menempati atau menguasai tanah yang bukan 
haknya, sedangkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berdasarkan 
pasal 1365 KUHPerdata bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian 
bagi Penggugat yang dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik, dengan putusan 
Tergugat I dan Turut Tergugat serta Tergugat II untuk mengosongkan objek 
sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat, menghukum 
Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 
2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak 15 
Pebruari 2017 sampai dengan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat, serta 
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang 
timbul dalam perkara ini, Sebesar Rp.1.677.000,00 (satu juta enam ratus tujuh 
puluh tujuh ribu rupiah). Adapun akibat hukum setelah putusan hakim harus 
dilaksanakan oleh Tergugat dan apabila Tergugat tidak mau melaksankaan 
putusan tersebut, maka Penggugat bisa melakukan bantuan ke Pengadilan untuk 
melakukan eksekusi. 
 





This research aims to know the process of buying and selling land to transfer 
property rights over land and to know the judge's considerations in determining 
the evidentiary and decision over land rights dispute that has been building for 
sale but still used the other party, as well as legal consequences after the ruling of 
the dispute over land rights building that have been sold but still used other parties 
which was dropped by the judge. Research methods through a normative approach 
because thatwas examined was the legal aspects, principles in the law, and the rule 
of law concerning the dispute settlement process of the land rights of the buildings 
have been sold but is still used by the other party. The study was descriptive in 
nature because it illustrates and compiled in a systematic and comprehensive 
dispute resolution process regarding land rights building that have been sold but is 
still used by the other party. The data source is composed of secondary data 
include primary law, secondary and tertiary, whereas primary data that is the 
result of the interview as supporting data. Method of collecting data through 
fieldwork and library studies (interview), after the data collected was then 
analysed qualitatively. The results showed that the process of buying and selling 
land by the Defendants to the plaintiff I problem occurs, where the land is still 
occupied by the other party (Defendant), even though the land has become the 
legitimate property of the plaintiff with the selling process appropriate and that 
has been poured in the deed of Sale No. 123/2016. Consideration of the judge in 
determining proof based on the description of the plaintiff and Defendant rebuttal 
I and II hardness, Defendants and Defendants with the conclusion that Defendant 
II to occupy or overwhelm the land instead of his right, while the consideration 
judges in giving the verdict based on article 1365 KUHPerdata that the deeds of 
the Defendants has caused harm to the plaintiff that can be proved by the 
certificate of property rights, with the verdict the defendants I and II hardness, 
Defendants and Defendants to empty object of dispute and later hand them over to 
the Plaintiffs, punish the defendants I and Defendant II to pay losses amounting to 
Rp 2,250,000.00. materiel (two million two hundred and fifty thousand dollars) 
per month since February 15, 2017 until with the object of the dispute submitted 
to the Plaintiffs, as well as punish the Defendant I and Defendant II to pay the 
entire costs arising in this case, amounting to Rp. RP 1.677.000 (one million six 
hundred and seventy-seven thousand dollars). As for the legal consequences after 
the verdict of the judges must be carried out by the Defendants and the 
Defendants don't want to melaksankaan the verdict, then the plaintiff can do to 
help the Court to perform a execution. 
 









Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), menyebutkan bahwa 
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan 
mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 
disebut UUPA). Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menjelaskan 
bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Dengan demikian yang 
dimaksud istilah tanah dalam pasal tersebut adalah permukaan bumi. Oleh karena 
itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) 
termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya 
merupakan suatu persoalan hukum.  
Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan suatu pihak 
(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik 
terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat 
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.
1
 Munculnya sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan 
kembali menegaskan kenyataan bahwa negara masih belum bisa memberikan 
jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. 
Dewasa ini perkara hak milik atas sengketa tanah sering terjadi. Secara 
umum, penyebab munculnya sengketa tersebut bermacammacam, antara lain 
adalah harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang 
semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, dan berbagai alasan lain 
yang menjadi dasar gugatan kepemilikan tanah di pengadilan. Dalam mencari 
penyelesaian dari sengketa tanah tersebut diperlukan kebijakan dari pelaksanaan 
kekuasaan negara (pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang 
pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatannya, termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang 
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timbul. Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma 
dan aturan-aturan berdasarkan hukum yang berlaku.  
Hakikatnya, sengketa hak atas tanah merupakan benturan kepentingan 
(conflict of interest) di bidang pertanahan antara subjek hukum yang satu dengan 
subjek hukum yang lain (antara perorangan dengan perorangan, perorangan 
dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum).
2
 Sehubungan dengan 
hal tersebut, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap 
perkara seperti di atas antara lain dapat diberikan penyelesaian kepada yang 
berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).   
Dalam hukum pertanahan, digunakan asas accessie atau asas perlekatan. 
Makna asas perlekatan adalah bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman 
yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan 
bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian 
hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas 
tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain. Didalam 
jual beli tanah bangunan seharusnya pembeli tanah bangunan harus lebih cermat 
dan teliti agar ketika tanah itu dibeli tidak menimbulkan masalah dan sengketa, 
harusnya pembeli mengecek dan melihat secara langsung. 
Jual beli bukanlah hal yang baru di masyarakat kita, karena praktek jual 
beli telah lama dilakukan sejak zaman dahulu. Proses jual beli biasanya dilakukan 
dengan suatu perjanjian ataupun kesepakatan antara para pihak yang 
berkepentingan. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya 
“sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang 




Sebagaimana peraturan mengenai suatu peralihan hak, maka perlu 
diperhatikan tentang syarat syarat pembuatan akta peralihan hak tersebut, yakni 
dipenuhinya syarat syarat mengenai peralihan hak, serta surat tanah yang sudah 
diganti nama dari pemilik yang sebelumnya ke pemilik tanah yang baru.
4
 Syarat 
dimaksud bisa mengenai subjek jual beli ataupun objek jual belinya. Dan semua 
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syarat pembeli apabila sudah lengkap harusnya pembeli telah menguasai 
sepenuhnya atas hak nya atas tanah yang sudah dibelinya dan siap untuk dipakai 
tanpa dihadangi pihak lain. 
Penjual harus sudah menyerahkan surat-surat bangunan pada pembeli serta 
tanah bangunan harusnya sudah siap dipakai dan dimiliki secara utuh kepada 
pemilik yang baru yaitu pembeli saat ini yang memiliki bukti-bukti surat-surat 
tanah serta sudah terdaftar secara sah dikantor notaris secara sah, seharusnya 
tanah bangunan tidak ada lagi masalah, maupun campur tangan orang lain, atau 
malah masih dipergunakan pihak lain ketika semua jual beli telah sah dihadapan 
notaris. Apabila diduga ada pihak lain yang masih menguasai maupun tergugat 
yang tidak bertanggung jawab atas tanah yang telah dibeli oleh pembeli maka 
akan diperkarakan melalui jalur hukum demi mendapat keadilan haknya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses jual beli tanah sampai pemindahan hak milik 
atas tanah, dan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menentukan 
pembuktian dan putusan atas sengketa hak atas tanah bangunan yang telah dijual 
tetapi masih dipakai pihak lain, serta akibat hukum setelah putusan atas sengketa 
hak atas tanah bangunan yang telah dijual tetapi masih dipakai pihak lain 
dijatuhkan oleh Hakim. 
 
2. METODE 
Metode penelitian melalui pendekatan normatif karena yang diteliti adalah 
aspek-aspek hukum, asas dalam hukum, dan kaidah hukum mengenai proses 
penyelesaian sengketa hak atas tanah bangunan yang telah dijual tetapi masih 
dipakai oleh pihak lain. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan 
dan menyusun secara sistematis dan menyeluruh. Sumber data terdiri dari data 
sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data 
primer yaitu hasil wawancara sebagai data penunjang. Metode pengumpulan data 
melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), setelah data 
terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Jual Beli Tanah sampai Pemindahan Hak Milik atas Tanah 
Jual beli tanah yang dilakukan oleh Kusnanto selaku penjual dan 
Padminingsih selaku pembeli tanah yang terletak di Jl. Dahlia No.2B RT 05/RW 
08 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan SHM No. 
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2109 seharga Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang 
dituangkan dalam akta jual beli No. 123/2016 di depan Notaris PPAT Shallman, 
SE, SH, MM, M.Kn. Berdasarkan akta jual beli tersebut, Padminingsih adalah 
pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia No. 
2B RT 05/RW 08 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta 
sebagaimana SHM No. 2109. 
Selanjutnya, dalam pemindahan dan peralihan hak atas tanah dari penjual 
Kusnanto telah melalui proses jual beli yang sah dengan surat kuasa yang 
diberikan kepada Padminingsih. Pihak pembuat akta telah melakukan dan 
mengabulkan mengenai permohonan balik nama antara penjual Kusnanto ke 
pembeli Padminingsih, akta yang semula atas nama Kusnanto sekarang telah 
berubah menjadi atas nama Padminingsih dan telah dibubuhi tandatangan, dengan 
ini tanah tersebut telah menjadi milik dan hak sah oleh Padminingsih selaku 
Pembeli, tetapi dalam hal ini terjadi masalah mengenai tanah yang dibeli ternyata 
masih ditempati oleh pihak lain yaitu Sri Yudianti dan ia ngotot bahwasanya tanah 
tersebut adalah miliknya dan telah dibelinya sampai pada saat Padminingsih ingin 
menempati tanah tersebut tetapi dihalang-halangi oleh Sri Yudianti, padahal tanah 
yang ditempati tersebut adalah sudah menjadi hak Padminingsih selaku pembeli 
yang sah hal ini didasarkan bahwa tanah itu telah menjadi sah milik Padminingsih 
dengan proses jual beli yang sesuai dan yang telah dituangkan dalam akta jual beli 
No. 123/2016 di depan Notaris PPAT. 
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian dan Menentukan 
Putusan atas Sengketa Hak Atas Tanah Bangunan yang Telah Dijual 
tetapi Masih Dipakai Pihak Lain 
Berdasarkan bukti-bukti penggugat dan saksi-saksi yang diajukan, maka 
gugatan Penggugat terbukti bahwa tanah tersebut merupakan milik dari Penggugat 
berdasarkan pada akta jual beli No. 123/2016 dan bukti surat berupa SHM No. 
2019 yang dibuat di depan Notaris/PPAT beserta bukti-bukti surat-surat dan saksi-
saksi di atas, maka Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang berada di Jl. 
Dahlia No. 2B RT 05/RW 08, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota 
Surakarta. 
Adapun bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat yang telah mengajukan 
jawaban secara tertulis yang dalam pokok perkaranya adalah Bahwa Tergugat I 
dan Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali 
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hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Turut 
Tergugat. Bahwa yang benar adalah Tergugat melakukan perjanjian Akad 
Pembiayaan Musyarakah No. 05/MSKH/BSB-SKA/IV/2013 dengan pihak PT. 
Bank Syariah Cabang Solo tanggal 23 April 2013, hal mana Penggugat 
mengetahui betul pada saat penandatanganan perjanjian tersebut karena 
Penggugat pada saat itu sebagai karyawan PT. Bank Syariah Cabang Solo bahkan 
sampai sekarang masih sebagai karyawan PT. Bank Syariah Cabang Solo. Akad 
pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau 
kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan 
memberikan kontribusi dana atau biasa disebut expertise, dengan memiliki 
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama. Bahwa 
dalam hal ini yang benar adalah Tergugat I melakukan perjanjian Akad 
Pembiayaan Musyarakah dengan PT. Bank Syariah Cabang Solo dengan jaminan 
dua bidang tanah yaitu SHM No. 376 /Mojo dan sebidang tanah dan bangunan 
SHM No. 2019/ Purwosari yang terletak di  Kelurahan Purwosari, Kecamatan 
Laweyan, Kota Surakarta. Bahwa Tergugat I tidak tahu soal Penggugat hendak 
menempati obyek tersebut dihalang-halangi oleh Tergugat II, karena tidak ada 
relevansinya dengan Tergugat I dan Turut Tergugat. Bahwa hal mana yang benar 
dan nyata adalah sebagai berikut: Bahwa pada saat atau sebelum melakukan 
transaksi perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah No. 05/MSKH/BSB-
SKA/IV/2013 tanggal 23 April 2013 dengan pihak PT. Bank Syariah Cabang Solo 
telah dilakukan survey lokasi (obyek SHM No. 2019/ Purwosari yang terletak di 
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta) yang akan dijadikan 
jaminan. Bahwa pada saat dilakukan survey atas objek SHM No. 2019/ Purwosari 
yang terletak di  Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta 
Penggugat juga ikut melakukan survey, hal mana Penggugat mengetahui kalau 
obyek  SHM No. 2019/ Purwosari  pada saat itu ditempati dan dikuasai oleh 
Tergugat II.  
Guna membuktikan dalil-dalil bantahan/jawaban, maka Tergugat I dan 
Turut Tergugat telah mengajukan bukti dan saksi-saksi. Begitu juga Tergugat II 
mengajukan pula bukti surat dan saksi. Berdasarkan bukti-bukti di atas, tergugat II 
tinggal sejak lama di tanah tersebut, penduduk sekitar juga mengetahui bahwa 
tergugat II tinggal sejak lama di tanah dan bangunan tersebut, Tergugat II juga 
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menyatakan bahwa Tergugat II tidak menghalang-halangi Penggugat hendak 
menempati objek tersebut, Tergugat II juga mengatakan bahwa dia adalah pemilik 
sah atas objek sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia No.01 RT 
05/RW 08, Yosoroto, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta 
berdasarkan SHM No. 2109. 
Berdasarkan pembuktian dari penggugat dan Para Tergugat yang telah 
diuraikan di atas maka hakim dapat menyimpukan bahwa Kesimpulan terkait 
dengan sengketa Hak Atas Tanah Bangunan yang telah dijual tetapi masih dipakai 
pihak lain, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah 
mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Turut 
Tergugat yang telah memberikan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 109 tanggal 
28 April 2014 atas obyek SHM No.2109 yang dibuat di depan Notaris/PPAT 
Shallman, SE, SH, MM, MKn, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Untuk 
Menjual tersebut dibuatlah Akta Jual Beli Nomor 123/2016 tanggal 06 April 
2016, yang dibuat di depan Notaris/PPAT Shallman, SE, SH, MM, Mkn, berupa 
sebidang tanah dan bangunan kepada Penggugat, atas SHM No. 2109 seluas 90 
M2 (kurang lebih Sembilan puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur 
Nomor 461/Purwosari/2003, tanggal 29 Juli 2003, tercatat atas nama Kustanto 
yang dikenal bertempat di Jalan Dahlia RT. 05/RW.08 Kelurahan Purwosari, 
Kecamatan Laweyan, kota Surakarta sedangkan objek sengketa tersebut sekarang 
masih dikuasai/ditempati oleh Tergugat II tanpa alas hak yang sah. 
 Dengan memperhatikan bukti berupa Salinan yang telah dilegalisir berupa 
bukti Surat Kuasa Menjual Nomor 109 tanggal 28 April 2014 yang diberi tanda 
(P-1) serta bukti Akta Jual beli Nomor123/2016 tanggal 06 April 2016 yang diberi 
tanda (P-2), yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, dimana baik 
Tergugat I dan Turut Tergugat, serta Tergugat II meski telah menyangkal dengan 
tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat akan tetapi para pihak Tergugat dan Turut 
Tergugat yang menyangkal tersebut tidak terdapat bukti yang cukup untuk 
memperkuat dalil sangkalannya, dalam perkara ini telah terdapat bukti bahwa 
PPAT tidak melakukan penolakan untuk pembuatan akta, karena Tergugat I yang 
telah memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 109 tanggal 28 April 2014 untuk 
menjual obyek SHM No.2109 yang dibuat di depan Notaris/PPAT Shallman,SE, 
SH, MM, MKn. Sehingga kemudian Badan Pertanahan menerbitkan Sertifikat 
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Hak Milik (SHM) baru atas nama Penggugat (Patminingsih), peralihan hak dari 
pemilik sebelumnya atas nama Tergugat I (Kustanto) yaitu bukti surat bertanda P-
3, berupa SHM No. 2109 yang terletak di Jalan Dahlia RT 05/RW.08 Kelurahan 
Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.  
Berdasarkan uraian di atas, maka pemindahandan peralihan hak atas tanah 
dari Tergugat I telah melalui proses jual beli yang sah, oleh karena itu Petitum 
nomor 2 dan 3 patut untuk dikabulkan, berdasarkan bukti dari penggugat yang 
diberitanda P-1, dan P-2, serta P-3, seharusnya Tergugat I sebagai pemberi Surat 
kuasa Menjual Nomor 109 tanggal 28 April 2014, yang dilanjutkan terbitnya Akta 
Jual Beli Nomor 123/2016 tanggal 06 April 2016, serta beralihnya pemegang hak 
dalam SHM 2109 dari Kustanto (Tergugat I) kepada Patminingsih (Penggugat) 
seharusnya Tergugat I dan Turut Tergugat, tidak bisa begitu saja lepas tangan 
membiarkan objek jual beli dikuasai dan ditempati orang lain tanpa alas hak yang 
sah, sehingga merugikan Penggugat sebagai pihak yang telah membeli dan 
memiliki obyek sengketa, dengan demikian Tergugat I dan Turut Tergugat telah 
melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa menjual objek sengketa kepada 
Penggugat, dimana objek tersebut ternyata masih dikuasai/ditempati oleh 
Tergugat II, oleh karena itu petitum angka 4 Menurut Majelis Hakim patut untuk 
dikabulkan; 
Tergugat II mengajukan bukti yang di beri tanda T.II-1 yang ternyata sama 
persis dengan bukti Penggugat bertanda P-3 berupa SHM No. 2109 yang terletak 
di Jalan Dahlia RT 05/RW.08 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota 
Surakarta dan tidak ada sebab perubahan dan tidak terdapat pula nama Tergugat II 
dalam bukti bertanda T.II-1 maupun P-3, sehingga tidak terdapat pula bukti 
adanya Akad Jual beli antara KUSTANTO (Tergugat I) dengan Tergugat II, 
bahkan Penggugat telah mengirimkan surat Somasi tertanggal 10 Februari 
2017yang di beri tanda P-4, dan surat Somasi tertanggal 15 Februari 2017 yangdi 
beri tanda P-5, hal ini telah jelas membuktikan bahwa Tergugat II telah 
melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menempati dan menguasai obyek 
sengketa secara melawan hukum karena tanpa memiliki alas hak yang sah 
terhadap objek sengketa yang ditempatinya tersebut sehingga merugikan 
Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa, oleh karena itu terhadap petitum 
gugatan angka 5 patut untuk dikabulkan. 
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Menurut Majelis Hakim Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah 
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya didalam Pasal 1365 
KUHPerdata, maka sudah sepatutnya untuk mengembalikan hak Penggugat 
sebagai pemilik sah obyek sengketa, maka terhadap Tergugat I, Turut Tergugat, 
dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini 
secara melawan hak, untuk dihukum mengosongkan objek sengketa dan 
selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat. 
Putusan sengketa hak atas tanah bangunan yang telah dijual tetapi masih 
dipakai pihak lain dalam kasus ini adalah mengabulkan Gugatan Penggugat untuk 
sebagian, Menyatakan sah Akta Jual Beli No.123/2016 yang dibuat di hadapan 
Notaris PPAT Shallman, SE, SH, MM, M.Kn, Menyatakan Penggugat adalah 
pemilik yang sah dari SHM No. 2109 yang terletak di Jl. Dahlia RT 05/RW 08 
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Menyatakan 
Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti dalam Pasal 1365 
KUHPerdata berupa menjual objek kepada Penggugat dimana objek tersebut 
ternyata masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II, Menyatakan Tergugat II 
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa menempati dan menguasai 
secara melawan hukum/tanpa alas hak objek yang bukan miliknya, Menghukum 
Tergugat I, Turut Tergugat dan Tergugat II atau siapapun yang turut menguasai 
objek dalam perkara ini secara melawan hukum untuk mengosongkan objek yang 
terletak di Jalan Dahlia RT 05 RW 08 Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan 
Kota Surakarta dan menyerahkannya kepada Penggugat, Menghukum Tergugat I 
dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.2.250.000,00 (dua 
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak 15 Pebruari 2017 sampai 
dengan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat, Menghukum Tergugat I dan 
Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Sebesar 
Rp.1.677.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 
Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan 
putusan terkait dengan perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Skt adalah:  
Pertama, dalam peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
(“PP 24/1997”), jual beli tanah hanya bisa menggunakan Surat Kuasa Khusus 
yang harus khusus obyeknya karena Surat Kuasa itu dilekatkan pada Akta jual 
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belinya, dan dilampirkan Sertifikat asli hak atas tanah dimaksud sebagaimana 
dalam pasal 39 ayat (1) PP 24/1997 huruf a dan huruf d. Namun demikian dalam 
perkara ini telah terdapat bukti bahwa PPAT tidak melakukan penolakan untuk 
pembuatan akta, karena Tergugat I yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus 
Nomor 109 tanggal 28 April 2014 untuk menjual obyek SHM No.2109 yang 
dibuat di depan Notaris/PPAT Shallman, SE, SH, MM, MKn. Sehingga kemudian 
Badan Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) baru atas nama 
Penggugat (Patminingsih), peralihan hak dari pemilik sebelumnya atas nama 
Tergugat I (Kustanto) yaitu bukti surat berupa SHM No. 2109 yang terletak di 
Jalan Dahlia RT 05/RW.08 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota 
Surakarta.  
Kedua, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materi yang dimintakan oleh 
Penggugat, menurut Majelis karena hak Penggugat terhadap kepemilikan tanah 
telah dikembalikan dan sesuai perkembangan waktu harga tanah obyek sengketa 
juga mengalami kenaikan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa kerugian 
Penggugat akan dihitung sejak Surat Somasi kedua dikirimkan tertanggal 15 
Februari 2017, dengan perhitungan bunga yang layak menurut hukum sebesar 6% 
setahun atau 0,5 % setiap bulan, dihitung dari harga pembelian senilai 
Rp.450.000.000,00 yaitu kerugian materi sebesar 0,5 % x Rp.450.000.000,00 
sama dengan Rp.2.250.000,00 setiap bulan sejak 15 Februari 2017 sampai dengan 
objek sengketa di serahkan kepada Penggugat, sedangkan gugatan imateriil karena 
tidak terdapat alat bukti yang cukup, maka gugatan ganti rugi imateriil harus 
ditolak. Dalam hal ini dasar hukum hakim adalah sebagaimana pada Pasal 1365 
KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata perbuatan Tergugat telah 
menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tanah dan bangunan yang sah milik 
Penggugat di pakai oleh pihak lain yaitu Tergugat II, untuk itu yang dijadikan 
pedoman hakim dalam memutus perkara tersebut maka Penggugat merasa 
menanggung kerugian secara materil. Kerugian materil tersebut karena penggugat 
selaku pemilik sah obyek gugatan tidak dapat mendapatkan uang sewa terkait 
dengan obyek gugatan tersebut. Berdasarkan putusan hakim atas perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan tergugat tersebut, maka para tergugat diwajibkan 
untuk membayar uang sewa atau sebesar Rp.2.250.000,00 setiap bulan sejak 15 
Februari 2017 sampai dengan objek sengketa di serahkan kepada Penggugat 
sesuai dengan putusan hakim. 
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3.3 Akibat Hukum setelah Putusan atas Sengketa Hak Atas Tanah Bangunan 
yang telah Dijual tetapi Masih Dipakai Pihak Lain 
Akibat hukum setelah adanya putusan dari Hakim Pengadilan Negeri 
terkait Berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Skt akibat hukum yang  
ditimbulkan setelah dijatuhinya putusan atas sengketa hak atas tanah bangunan 
yang telah dijual tetapi masih dipakai pihak lain. Isi dari putusan tersebut bersifat 
memaksa bagi semua pihak oleh karena putusan tersebut harus dilaksanakan, jadi 
pihak tergugat yang dinyatakan bukan pemilik sah obyek gugatan dengan ini 
menyatakan sah Akta Jual Beli No. 123/2016 yang dibuat dihadapan Notaris 
PPAT Shallman , SE, SH, MM, M.Kn. dan menyatakan Penggugat (Patminingsih) 
telah sah sebagai pemilik tanah dan bangunan SHM No. 2109 yang terletak di 
Jalan Dahlia RT. 05/RW. 08 (tanpa nomor rumah) kelurahan Purwosari, 
kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Apabila Tergugat II tidak mau 
meninggalkan tanah dan bangunan Tersebut maka Penggugat dapat mengajukan 
upaya Eksekusi ke Pengadilan Negeri. 
Maka dengan hal ini Kustanto selalu Tergugat I, Sri Yudianti selaku 
Tergugat II dan Rindang Ika Dinanti selaku Turut Tergugat telah terbukti 
melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya untuk 
mengembalikan hak Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa, maka 
terhadap Tergugat I, Turut Tergugat, dan Tergugat II atau siapapun yang 
menguasai objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hak, untuk dihukum 
mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada 
Penggugat. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian 
materiil sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 
bulan sejak 15 Pebruari 2017 sampai dengan objek sengketa di serahkan kepada 
Penggugat, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh 
biaya yang timbul dalam perkara ini, Sebesar Rp.1.677.000,00 (satu juta enam 




Pertama, proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Kusnanto (Tergugat I) 
selaku penjual dan Patminingsih (Penggugat) selaku pembeli tanah yang terletak 
di Jl. Dahlia No.2B RT 05/RW 08 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, 
Kota Surakarta, melakukan kesepakatan jual beli dengan dibuat suatu akta 
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perjanjian jual beli yang dibuat di Kantor Notaris Shalman dengan harga Rp. 
450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam pemindahan dan 
peralihan hak atas tanah dari penjual Kusnanto (Tergugat I) telah melalui proses 
jual beli yang sah dengan surat kuasa yang diberikan kepada Patminingsih 
(Penggugat) disertai bukti kwitansi jual beli. Pihak pembuat akta telah melakukan 
dan mengabulkan mengenai permohonan balik nama antara penjual Kusnanto ke 
pembeli Patminingsih, akta yang semula atas nama Kusnanto sekarang telah 
berubah menjadi atas nama Patminingsih dan telah dibubuhi tandatangan, dengan 
ini tanah tersebut telah menjadi milik dan hak sah oleh Patminingsih. Namun 
terjadi masalah mengenai tanah yang dibeli tersebut ternyata masih ditempati oleh 
pihak lain. Penggugat pada saat hendak menempati objek tersebut, dihalang-
halangi oleh Sri Yudianti (Tergugat II) dan Tergugat I maupun Turut Tergugat 
tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat mengenai asal-usul Tergugat II yang 
sampai saat ini masih menempati objek milik penggugat tersebut tanpa alas hak. 
Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I namun Tergugat I, tetapi 
sudah tidak dapat dihubungi. Sebenarnya, baik Tergugat I dan Turut Tergugat, 
serta Tergugat II meski telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil Gugatan 
Penggugat akan tetapi para pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang menyangkal 
tersebut tidak terdapat bukti yang cukup untuk memperkuat dalil sangkalannya, 
dalam perkara ini telah terdapat bukti bahwa PPAT tidak melakukan penolakan 
untuk pembuatan akta, karena Tergugat I yang telah memberikan Surat Kuasa 
Khusus Nomor 109 tanggal 28 April 2014 untuk menjual obyek SHM No.2109 
yang dibuat di depan Notaris/PPAT. Sehingga kemudian Badan Pertanahan 
menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) baru atas nama Penggugat 
(Patminingsih), peralihan hak dari pemilik sebelumnya atas nama Tergugat I 
(Kustanto) yaitu bukti surat bertanda P-3, berupa SHM No. 2109 yang terletak di 
Jalan Dahlia RT 05/RW.08 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota 
Surakarta. Seharusnya Tergugat I dan Turut Tergugat, tidak bisa begitu saja lepas 
tangan membiarkan objek jual beli dikuasai dan ditempati orang lain tanpa alas 
hak yang sah, sehingga merugikan Penggugat sebagai pihak yang telah membeli 
dan memiliki obyek sengketa, dengan demikian Pihak Penggugat mengajukan 
ganti rugi dengan mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.  
14 
Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan 
putusan berdasarkan pernyataan Penggugat, bahwa Penggugat adalah pemilik 
yang sah dari tanah yang menjadi sengketa dan Penggugat saat hendak menempati 
objek tersebut dihalang-halangi Tergugat II serta Tergugat I maupun Turut 
Tergugat tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat mengenai asal-usul 
Tergugat II yang sampai saat ini masih menempati objek milik Penggugat tersebut 
tanpa alas hak. Namun, hal itu dibantah oleh Tergugat I dan Turut Tergugat 
bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat tentang asal-usul 
Tergugat II yang menempati obyek, dan secara nyata dan fakta Tergugat I dan 
Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga tuntutan 
Penggugat tentang ganti rugi immateriil harus dinyatakan ditolak karena tidak 
memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdata. Sedang bantahan Tergugat II 
menyatakan bahwa tergugat II sudah tinggal sejak lama di tanah tersebut, 
penduduk sekitar juga mengetahui bahwa Tergugat II tinggal sejak lama di tanah 
dan bangunan tersebut dan Tergugat II tidak menghalang-halangi Penggugat yang 
hendak menempati objek tersebut.  
Berdasarkan kesimpulan pembuktian dari Penggugat dan Para Tergugat 
terkait dengan sengketa hak atas tanah bangunan yang telah dijual tetapi masih 
dipakai pihak lain, dimana Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil dan bukti-
bukti serta saksi-saksi secara meyakinkan, dan Para Tergugat juga membantah 
dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi tetapi setelah dibuktikan ternyata 
bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk memperkuat dalil bantahanhnya, maka 
Pihak yang dirugikan adalah Penggugat. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata 
perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tanah dan 
bangunan yang sah milik Penggugat dipakai oleh pihak lain yaitu Tergugat II, 
untuk itu yang dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara tersebut maka 
Penggugat merasa menanggung kerugian secara materil. Kerugian materil tersebut 
karena Penggugat selaku pemilik sah obyek gugatan tidak dapat mendapatkan 
uang sewa terkait dengan obyek gugatan tersebut.  
Berdasarkan putusan hakim tersebut, maka dengan hal ini Kustanto selalu 
Tergugat I, Sri Yudianti selaku Tergugat II dan Rindang Ika Dinanti selaku Turut 
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Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah 
sepatutnya untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai pemilik sah obyek 
sengketa, maka terhadap Tergugat I, Turut Tergugat, dan Tergugat II atau 
siapapun yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hak, 
untuk dihukum mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkannya 
kepada Penggugat. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar 
kerugian materiil sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) setiap bulan sejak 15 Pebruari 2017 sampai dengan objek sengketa 
diserahkan kepada Penggugat, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk 
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Sebesar Rp.1.677.000,00 
(satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 
Ketiga, akibat hukum yang ditimbulkan setelah dijatuhkannya putusan atas 
sengketa hak atas tanah bangunan yang telah dijual tetapi masih dipakai pihak 
lain, maka isi putusan tersebut bersifat memaksa bagi semua Para Tergugat, oleh 
karena itu putusan tersebut harus dilaksanakan dan apabila Tergugat tidak 
melaksanakan putusan tersebut, maka Penggugat dapat meminta bantuan ke 
Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. 
4.2 Saran  
Pertama, kepada Penggugat, sebaiknya lebih berhati-hati dalam 
melakukan hubungan hukum terhadap pihak lain dan dalam membeli tanah, harus 
jelas dan teliti, apalagi tanah tersebut masih di tempat pihak lain sehingga tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 
Kedua, kepada para Tergugat, apabila telah terbukti melakukan perbuatan 
melawan hukum dan sudah diputuskan pengadilan, maka sudah sepatutnya untuk 




Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas 
doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Saudara-saudarku 
tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya 
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